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PUTUSAN

Nomor 1037/Pdt.G/2016/PA Mks

o e ) iy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Usaha Jual Barang Campuran, tempat tinggal di
Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota

Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan To'do Upu,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar,
Nomor 1037/Pdt.G/2016/PA Mks, telah mengajukan permohonan cerai

talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari
Minggu tanggal 02 Mei 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/35/
V/2010, tanggal 04 Mei 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal
bersama di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar ;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan
suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini anak
pertama dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dalam
pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :

1. ANAK, umur 5 tahun ;
2. ANAK, umur 2 tahun;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan
dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Termohon tidak patuh/ taat pada Pemohon, diamana Termohon
sering membantah Pemohon;

b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, bahkan
Termohon sering menyakiti anak dengan cara memukul;

6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/
rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai
itikad baik untuk itu ;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan
tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-
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masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif
satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan
rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan
perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk
mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon di depan persidangan
Pengadilan Agama Makassar ;

10.Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau
pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka
Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama
Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu
raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan
Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau
pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu.
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4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara
ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut
relaas panggilan Nomor 1037/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 17 Juni 2016
dan tanggal 19 Juli 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini
diperiksa secara verstek ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon
dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada maksud dan isi
permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/35/V/2010, tanggal 04 Mei
2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar tertanggal 4 Mei 2010, telah
bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode
P.
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Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai
berikut:

Saksi |; SAKSI, umur 23 tahun., di bawah sumpah memberi keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon;

e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri;

e Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kota Makassar;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan
hidup rukun melahirkan dua orang anak;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah
terjadi perselsihan dan pertengkaran;

e Bahwa disebabkan karena termohon sudah tidak patuh lagi pada
Pemohon, Termohon Kkurang perhatian pada keluaarganya,dan
termohon sering marah dan sering memukul anaknya ;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan
bertengkar karena saksi sering melihat dan pemohon juga sering
menyanmpaikan keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai
perselsisihan dan pertengkaran;

e Bahwa anak pertama termohon tidak mau sama Pemohon ;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2014 sampai sekarang;

¢ Bahwa tidak ada lagi komunikasi;

e Bahwa sudah tidak saling mengunjungi ;

e Bahwa selaku keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun
tetapi tidak berhasil;

Saksi IlI; SAKSI, umur 20 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:
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¢ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar
dari Pemohon ;

¢ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

e Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kota Makassar;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan
hidup rukun melahirkan dua orang anak;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah
terjadi perselsihan dan pertengkaran;

e Bahwa disebabkan karena termohon sudah tidak patuh lagi pada
Pemohon, Termohon Kkurang perhatian pada keluaarganya,dan
termohon sering marah dan sering memukul anaknya ;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan
bertengkar karena saksi sering melihat dan pemohon juga sering
menyanmpaikan keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai
perselsisihan dan pertengkaran;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2014 sampai sekarang;

* Bahwa tidak ada lagi komunikasi;

e Bahwa sudah tidak saling mengunjungi ;

e Bahwa selaku keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun
tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya
menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut
dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil
dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak
hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan permohonan cerai
Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya
Termohon) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon,
akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan
Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada
pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan
sebagaimana dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii permohonan tidak
terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan,
namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan
dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan
hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu
Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah
distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi
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tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga
sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende
bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum
antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri
menikah pada tanggal 2 Mei 2010 dan belum bercerai, sehingga dengan
bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk
mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang
saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai
dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang
diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon
tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi
Pemohon tersebut telah bersesuaian ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan
bahwa sering melihat termohon tidak patuh dan membantah pemohon
seta melihat termohon kurang memperhatikan pemohon dan bila marah
maka pelampiasan kemarahannya di tujukan kepada anaknya sehingga
anaknya pernah dipukul dan bahkan anak pertamanya tidak mau sama
termohon dan kedua saksi juga mengetahui sudah dua tahun tanpa salling
memedulikan lagi, dan Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon
kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Majelis
Hakim menilai bahwa dalil-dalii Pemohon sepanjang mengenai
perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang

saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di
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persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalii permohonan, maka

ditemukan fakta sebagai berikut;

e Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama tiga bulan;

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Agustus 2014 sampai sekarang ;

e Bahwa dipersidangan Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan
Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka,
terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan
harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama dua tahun
lima bulan tanpa saling memedulikan lagi, keadaan ini mengindikasikan
bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan
Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci
perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta
mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi
demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan,
perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon
dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fighi:

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah figh yang oleh

Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

dlaoll wl> Gle prio suwlialls )
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Artinya:  “Menolak  kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatarn’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah
memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil
yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang
Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil nagli dan peraturan
perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-
fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk
memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara
verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
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terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal
84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Makassar.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Makassar untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten
Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 390.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28
Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah,
oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. H;.
Mardiananh, S.H. dan Drs.H.Muh.Anwar Saleh, S.H.,M.H. , masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh
Haryati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Dra. Hj. Mardiana R, S.H. Drs. Muh Arief Musi, S.H.
ttd
Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
ttd

Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Administrasi : Rp 50.000,00

: Rp  299.000,00
Biaya Panggilan
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Biaya redaksi : Rp 5.000,00
Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Rp 390.000,00

Jumlah

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H.Jamaluddin.
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